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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALI NAN

P U T U S A N

NOMOR :  25/P ID /2011 /PT .PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN  TINGGI  SULAWESI  TENGAH di  Palu  yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra - perkara  pidana  dalam 

t i ngka t  band ing ,  te lah  menja tuhkan  putusan  sebaga i  ber i ku t  

da lam perkara  te rdakwa  :  

Nama Lengkap : MASRI DJ.  LATINAPA,  SE ;

Tempat  Lahi r : Ampana ;

Umur/Tangga l  Lah i r : 59 Tahun /  31 Desember  1951 ;

Jen is  Kelamin : Lak i - lak i  ;  

Kebangsaan : Indones ia  ;

Tempat  Tingga l  : Desa Balangga la ,  Kecamatan  Ampana 

Kota ,  Kabupaten  Tojo  Una- Una ;

Agama : Is l am  ;  

Peker j aan  : Ketua  DPRD Kabupaten  Tojo  Una- Una ;

Terdakwa  di tahan  dengan  Sura t  Per in t ah /  Penetapan  

Penahanan oleh  :

1. Peny id i k  t i dak  melakukan  penahanan  ;

2. Penuntu t  Umum se jak  tangga l  16 Ju l i  2010  sampai   dengan  

tangga l  04 Agustus  2010 ;

3. Hakim  Pengad i l an  Neger i  Poso  se jak  tangga l  tangga l   19  

Ju l i  2010 sampai  dengan tangga l  17 Agustus  2010 ;

4. Perpan jangan  Ketua  Pengad i l an  Neger i  Poso  se jak  tangga l  

18 Agustus  2010  sampai  dengan   tangga l  16 Oktober   2010  

;

5. Pengal i han  penahanan  menjad i  tahanan  kota  se jak  tangga l  

19 Agustus  2010 sampai  dengan  16 Oktober  2010 ;

6. Perpan jangan  Ketua  Pengad i l an  Tingg i  Palu  Per tama  se jak  

tangga l  17  Oktober  2010  sampai  dengan  tangga l  15 

Nopember   2010 ( tahanan  kota )  ;

7. Perpan jangan  Ketua  Pengad i l an  Tingg i   Palu  Kedua  se jak  

tangga l  16  Nopember  2010  sampai  dengan  tangga l  15  

Desember  2010 ( tahanan  kota ) ;

Hal .  1 dar i  11 ha l .  Put .  No.  25/P ID /2011 /PT.PALU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa  didamping i  o leh  Advokat  /  Penasehat  Hukum 

MUSLIM          MAMULAI,  SH dan ABDUL MANAN ABAS,  SH,  yang  

berkan to r  dan  bera lamat  di  ja l an  Sis ingamara ja  Lrg .  Simaja  

I .  No.  26  Kelu rahan  Tanahmodind i ,  Kecamatan  Palu  Sela tan ,  

Kota  Palu  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  20  

Ju l i  2010;

PENGADILAN TINGGI te rsebu t  ;  

Sete lah  membaca  berkas  perkara  maupun  sura t - sura t  

ser ta  sa l i nan  putusan  Pengad i l an  Neger i  Poso   Nomor  :  

263/P id .Sus /2010 /PN.Pso .  tangga l  02 Februar i  2011 ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dakwaan  Jaksa  Penuntu t  

Umum No.  REG.PERKARA:PDM-58/Poso/07 /2010  tangga l   19  Ju l i  

2010 te rdakwa  te l ah  didakwa sebaga i  ber i ku t  :  

KESATU

Bahwa ia  te rdakwa  MASRI  DJ.  LATINAPA,  SE pada  har i  

dan  tangga l  yang  sudah  t i dak  di i nga t  lag i  d i  da lam  bulan  

Mei  2009  atau  set i dak - t i daknya  pada  suatu  waktu  la i n  di  

da lam  tahun  2009  ber tempat  di  Dusun  Uemakuni  Desa 

Balangga la  Kecamatan  Ampana  Tete  Kabupaten  Tojo  Una- Una 

atau  set i dak - t i daknya  pada  suatu  tempat  yang  masih  

te rmasuk  dalam  daerah  hukum  Pengad i l an  Neger i  Poso,  

Menger jakan  dan  atau  menggunakan  dan  atau  menduduk i  

kawasan  hutan  secara  t i dak  sah  ya i t u  Hutan  Produks i  

Terbatas  (HPT) ,  perbua tan  te rsebu t  d i l akukán  o leh  te rdakwa  

dengan cara  sebaga i  ben iku t :

Bahwa  awalnya  ia  te rdakwa  pada  har i  dan  tangga l  

sudah  t i dak  di i nga t  lag i  d i  da lam bulan  Mei  2009  ber tempat  

di  Km 12  Dusun  Uemakuni  Desa  Balangga la  Kecamatan  Ampana 

Tete  Kabupaten  Tojo  Una- Una yang  semula  berupa  hutan  bekas  

HPH se lan ju t nya  te rdakwa  tanpa  koord inas i  dengan  pihak  

Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Tojo  Una- Una  menyuruh  orang  

untuk  memaras  dan  menebang  pepohonan  yang  ada  di  lokas i  

te rsebu t ,  yang  kemudian  te rdakwa  gunakan  untuk  lokas i  

kebun  se luas  12  (Dua  be las )  hekta r .  Lokas i  yang  te rdakwa  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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gunakan  te rsebu t  kemudian  te rdakwa  mohonkan  kepada  Kepala  

Desa  Balangga la  ya i t u  saks i  Lk.  ABDUL WAHID MONTI  berupa  

Sura t  Kete rangan  Penguasaan  Tanah  (SKPT)  sebanyak  6 (Enam)  

lembar  dengan  jumlah  luas  lahan  kese lu ruhan  12 (Dua  belas )  

hekta r ,  masing- masing  2  (Dua)  hekta r  atas  nama te rdakwa,  

OKI  LATINAPA,  TAUFIK,  JAMILA,  MUFIDA  dan  AKBAR dengan  

nomor  yang  sama ya i t u  Nomor  :  593/370 /BLGL/2009  te r t angga l  

Mei  2009.  Kemudian  lokas i  yang  d i j ad i kan  kebun  te rsebu t  

te rdakwa  tanami  berupa  tanaman jangka  pendek  berupa  pisang  

dan sayur  mayur  maupun tanaman jangka  panjang  berupa  cacao  

(Cok la t )  dan pala  ;

Sewaktu  di l akukan  pemer iksaan  lokas i  pada  tangga l  07  

Maret  2010  oleh  petugas  dar i  Dinas  Kehutanan  bersama 

te rdakwa  dengan  cara  mengambi l  koord ina t  pada  t i t i k  

keg ia tan ,  kemudian  memplo t i ng  pada  peta  Kawasan  Hutan  dan  

Pera i r an  Prop ins i  Sulawes i  Tengah  dan  Kabupaten  Tojo  Una-

Una  te rnya ta  lokas i  yang  te rdakwa  gunakan  sebaga i  kebun  

te rsebu t  te rmasuk  kawasan  Hutan  Terba tas ,  se la i n  i t u  lahan  

yang  digunakan  sebaga i  kebun  se luas  12  (Dua  be las )  hekta r  

d i  Km 12  Dusun  Uemakuni  Desa  Batangga la  Kecamatan  Ampana 

Tete  Kabupaten  Tojo  Una- Una te rsebu t  t i dak  mempunyai  i z i n  

pe lepasan  kawasan dan Menter i  Kehutanan;

Perbuatan  te rdakwa  dia tu r  dan  diancam  pidana  dalam 

Pasal  50  ayat  (3 )  huru f  a  Jo  Pasal  78  ayat  (2 )  Undang-

Undang  RI  Nomor  41  tahun  1999  Tentang  Kehutanan  

sebaga imana  di rubah  dengan  Undang- Undang  RI  No.  19  Tahun  

2004  Tentang  Penetapan  Pera tu ran  Pemer in tah  Penggant i  

Undang- Undang  No.  1  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Undang-

Undang  RI  No.  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan  rnen jad i  

Undang- Undang ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia  te rdakwa  MASRI  DJ.  LATINAPA,  SE pada  har i  

dan  tangga l  yang  sudah  t i dak  di i nga t  lag i  d i  da lam  bulan  

Hal .  3 dar i  11 ha l .  Put .  No.  25/P ID /2011 /PT.PALU
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Mei  2009  atau  set i dak - t i daknya  pada  waktu  la i n  da lam tahun  

2009  ber tempat  di  Dusun Uemakuni  Desa Balangga la  Kecamatan  

Ampana  Tete  Kabupaten  Tojo  Una- Una  atau  set i dak - t i daknya  

di  tempat  la i n  yang  masih  te rmasuk  dalam  daerah  hukum 

Pengad i l an  Neger i  Poso,  te l ah  menebang  pohon  atau  memanen 

atau  memungut  has i l  hutan  d i  da lam  hutan  tanpa  memi l i k i  

i z i n  dar i  pe jaba t  yang  berwenang,  perbua tan  te rsebu t  

d i l akukan  oleh  te rdakwa  dengan cara  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  awalnya  ia  te rdakwa  pada  har i  dan  tangga l  

sudah  t i dak  di i nga t  lag i  d i  da lam bulan  Mei  2009  ber tempat  

di  Km 12  Dusun  Uemakuni  Desa  Balangga la  Kecamatan  Ampana 

Tete  Kupaten  Tojo  Una- Una yang  semula  berupa  hutan  bekas  

HPH se lan ju t nya  te rdakwa  tanpa  koord inas i  dengan  pihak  

Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Tojo  Una- Una  menyuruh  orang  

untuk  memaras  dan  menebang  pepohonan  yang  ada  di  lokas i  

te rsebu t ,  yang  kemudian  te rdakwa  gunakan  untuk  lokas i  

kebun  se luas  12  (Dua  be las )  hekta r .  Lokas i  yang  te rdakwa  

gunakan  te rsebu t  kemudian  te rdakwa  mohonkan  kepada  Kepala  

Desa  Balangga la  ya i t u  saks i  Lk.  ABDUL WAHID MONTI  berupa  

Sura t  Kete rangan  Penguasaan  Tanah  (SKPT)  sebanyak  6 (Enam)  

lembar  dengan  jumlah  luas  lahan  kese lu ruhan  12 (Dua  belas )  

hekta r ,  masing- masing  2  (Dua)  hekta r  atas  nama te rdakwa,  

OKI  LATINAPA,  TAUFIK,  JAMILA,  MUFIDA  dan  AKBAR dengan  

nomor  yang  sama ya i t u  Nomor  :  593/370 /BLGL/2009  te r t angga l  

Mei  2009.  Kemudian  lokas i  yang  d i j ad i kan  kebun  te rsebu t  

te rdakwa  tanami  berupa  tanaman jangka  pendek  berupa  pisang  

dan sayur  mayur  maupun tanaman jangka  panjang  berupa  cacao  

(Cok la t )  dan pala  ;

Sewaktu  di l akukan  pemer iksaan  lokas i  pada  tangga l  07  

Maret  2010  oleh  petugas  dar i  Dinas  Kehutanan  bersama 

te rdakwa  dengan  cara  mengambi l  koord ina t  pada  t i t i k  

keg ia tan ,  kemudian  memplo t i ng  pada  peta  Kawasan  Hutan  dan  

Pera i r an  Prop ins i  Sulawes i  Tengah  dan  Kabupaten  Tojo  Una-

Una  te rnya ta  lokas i  yang  te rdakwa  gunakan  sebaga i  kebun  

te rsebu t  te rmasuk  Kawasan Hutan  Terba tas ,  se la i n  i t u  lahan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang  digunakan  sebaga i  kebun  se luas  12  (Dua  be las )  hekta r  

d i  Km 12  Dusun  Uemakuni  Desa  Balangga la  Kecamatan  Ampana 

Tete  Kabupaten  Tojo  Una- Una te rsebu t  t i dak  mempunyai  i z i n  

pe lepasan  kawasan dar i  Menter i  Kehutanan  ;

Perbuatan  te rdakwa  dia tu r  dan  diancam  pidana  dalam 

Pasal  50  ayat  (3 )  huru f  e  Jo  Pasal  78  ayat  (5 )  Undang-

Undang  RI  Nomor  41  tahun  1999  Tentang  Kehutanan  

sebaga imana  di rubah  dengan  Undang- Undang  RI  No.  19  Tahun  

2004  Tentang  Penetapan  Pera tu ran  Pemer in tah  Penggant i  

Undang- Undang  No 1  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Undang-

Undang  RI  No.  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan  menjad i  

Undang- Undang ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  sura t  tun tu tan  Jaksa  

Penuntu t  Umum  No.  Reg.Perkara :  PDM-58/Poso /07 /2010  

tangga l  09  Desember  2010  te rdakwa  te l ah  di tun tu t  sebaga i  

ber i ku t  :

1. Menyatakan  te rdakwa  MASRI  DJ.  LATINAPA,  SE  te rbuk t i  

secara  sah  dan  meyak inkan  bersa lah  melakukan  t i ndak  

pidana  “Menger j akan  dan  atau  menggunakan  dan  atau  

menduduk i  kawasan  hutan  secara  t i dak  sah”  sebaga imana  

dia tu r  da lam Pasa l  50 ayat  (3 )  huru f  a Jo  Pasa l  78 ayat  

(2 )  Undang- Undang  RI  Nomor  41  tahun  1999  Tentang  

Kehutanan  sebaga imana  di rubah  déngan  Undang- Undang  RI  

No.  19  Tahun  2004  Tentang  Penetapan  Pera tu ran  

Pemer in tah  Penggant i  Undang- Undang  No.  1  Tahun  2004  

Tentang  Perubahan  Undang- Undang  RI  No.  41  Tahun  1999  

Tentang  Kehutanan  dalam Dakwaan Kesatu  ;

2. Menja tuhkan  pidana  te rhadap  te rdakwa  MASRI  DJ.  

LATINAPA,  SE dengan  pidana  pen ja ra  se lama 2 (dua)  tahun  

diku rang i  se lama  te rdakwa  berada  dalam  tahanan  dan  

denda  sebesar  Rp.  5.000 .000 , -  (L ima  ju ta  rup iah )  

Subs ida i r  4 (empat )  bu lan  kurungan  ;

3 Menyatakan  barang  bukt i  berupa  :

- 1 (Satu )  potong  kayu  bula t  has i l  tebangan  di  lokas i ;

Hal .  5 dar i  11 ha l .  Put .  No.  25/P ID /2011 /PT.PALU
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Dirampas  untuk  dimusnahkan.

- 1 (Satu )  rangkap  Sura t  Keterangan  Penguasaan  Tanah  

(SKPT)  Nomor   593/370 /BLGL/2009  atas  nama pemi l i k  

MASRI DJ.  LATINAPA,  SE;

- 1 (Satu )  rangkap  Sura t  Keterangan  Penguasaan  Tanah  

(SKPT)  Nomor  593/370 /BLGL/2009  atas  nama pemi l i k  

OKI  LATINAPA ;

-  1  (Satu )  rangkap  Sura t  Keterangan  Penguasaan  

Tanah  (SKPT)  Nomor  593/370 /BLGL/2009  atas  nama 

pemi l i k  TAUFIK ;

- 1 (Satu )  rangkap  Sura t  Keterangan  Penguasaan  Tanah  

(SKPT)  Nomor  593/370 /BLGL/2009  atas  nama pemi l i k  

MUFIDA ;

- 1 (Satu )  rangkap  Sura t  Keterangan  Penguasaan  Tanah  

(SKPT)  Nomor  593/370 /BLGL/2009  atas  nama pemi l i k  

JAMILA ;

- 1 (Satu )  rangkap  Sura t  Keterangan  Penguasaan  Tanah  

(SKPT)  Nomor  593/370 /BLGL/2009  atas  nama pemi l i k  

AKBAR.

Tetap  te r l amp i r  da lam berkas  perkara  ;

4. Menetapkan  agar  te rdakwa  d ibeban i  membayar  biaya  

perkara  sebesar  Rp.5 .000 ,00  (L ima  r ibu )  ;

Menimbang  atas  dakwaan  dan  tun tu tan  te rsebu t  

Pengad i l an  Neger i  Poso  te l ah  menja tuhkan  putusan  Nomor  :  

263/P id .Sus /2010 /PN.Pso  tangga l   02  Pebruar i  2011  yang  

amar  se lengkapnya  berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :

1. Menyatakan  te rdakwa  MASRI  D.J .  LATINAPA,  SE  te tah  

te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  bersa lah  melakukan  

t i ndak  pidana :  “menger j akan  dan  menduduk i  kawasan  hutan  

secara  t i dak  sah” ;

2. Menja tuhkan  p idana  te rhadap  te rdakwa  MASRI  D.J .  

LATINAPA,  SE  o leh  karena  i t u  dengan  pidana  pen ja ra  

se lama  6  (enam)  bulan ,  dan  denda  sebesar  Rp.  

5.000 .000 , -  ( l ima  ju ta  rup iah )  dengan  keten tuan  apab i l a  
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

denda  t i dak  dibayarkan ,  maka  digan t i  dengan  pidana  

kurungan  se lama 1 (sa tu )  bulan  ;

3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  te l ah  d i j a l an i  o leh  

te rdakwa  diku rangkan  se lu ruhnya  dar i  p idana  yang  

di j a t uhkan  ;

4. Menetapkan  barang  bukt i  berupa  :

- 1 (sa tu )  potong  kayu  bula t  has i l  tebangan  di  lokas i  ;

Di rampas  untuk  dimusnahkan;

- 1  (sa tu )  rangkap  Sura t  Keterangan  Penguasaan  Tanah  

(SKPT)  Nomor:  593/370 /BLG/2009  atas  nama  pemi l i k  

MASRI D.J .  LATINAPA,  SE;

- 1  (sa tu )  rangkap  Sura t  Keterangan  Penguasaan  Tanah  

(SKPT)  Nomor:  593/370 /BLG/2009  atas  nama pemf l i k  OKI  

LATINAPA;

- 1  (sa tu )  rangkap  Sura t  Keterangan  Penguasaan  Tanah  

(SKPT)  Nomor:  593/370 /BLG/2009  atas  nama  pemi l i k  

TAUFIK;

- 1  (sa tu )  rangkap  Sura t  Keterangan  Penguasaan  Tanah  

(SKPT)  Nomor:  593/370 /BLG/2009  atas  nama MUFIDA;  

- 1  (sa tu )  rangkap  Sura t  Keterangan  Penguasaan  Tanah  

(SKPT)  Nomor:  593/370 /BLG/2009  atas  nama JAMILA;

- 1  (sa tu )  rangkap  Sura t  Keterangan  Penguasaan  Tanah  

(SKPT)  Nomor:  593/370 /BLG/2009  atas  nama AKBAR; 

Tetap  te r l amp i r  da lam berkas  perkara ;  

5. Membebani  te rdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  

Rp.  5.000 , -  ( l ima  r i bu  rup iah )  ;  

Menginga t  Akta  Permin taan  Banding  No.  

263/Ak ta .P i d .Sus /2010 /PN.Pso  yang  d ibua t  o leh  Pani te ra  

Pengad i l an  Neger i  Poso  yang  menerangkan ,  bahwa  pada  

tangga l  09  Pebruar i  2011  Penasehat  Hukum Terdakwa   maupun 

Jaksa  Penuntu t  Umum te lah  mengajukan  permin taan  band ing  

te rhadap  putusan  Pengadi l an  Neger i  te rsebu t ,  permin taan  

band ing  mana  te l ah  d ibe r i t a hukan  kepada  Jaksa  Penuntu t  

Umum pada  tangga l  17  Pebruar i  2011  dan  kepada  Penasehat  

Hal .  7 dar i  11 ha l .  Put .  No.  25/P ID /2011 /PT.PALU
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Hukum Terdakwa pada tangga l   23 Pebruar i  2011;  

Menimbang,   bahwa  Jaksa  Penuntu t  Umum  te lah  

mengajukan  memor i  band ing  te r t angga l  09 Desember  2011  yang  

di te r ima  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Poso  tangga l  14 

Pebruar i  2011,  memor i  band ing  mana  te lah  dibe r i t a hukan  

kepada  Penasehat  Hukum Terdakwa  pada  tangga l  23  Pebruar i  

2011,  sedangkan  Penasehat  Hukum  Terdakwa   mengajukan  

memor i  band ing  te r t angga l  25  Pebruar i  2011  yang  di t e r ima  

di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  Poso  tangga l  28  Pebruar i  2011,  

memor i  band ing  mana  te lah  dibe r i t a hukan  kepada  Jaksa  

Penuntu t  Umum pada tangga l  28 Pebruar i  2011;

Menimbang,  bahwa  sampai  berkas  perkara  in i  d ik i r im  

ke  Pengadi l an  Tingg i  Sulawes i  Tengah  dalam  pemer iksaan  

t i ngka t  band ing ,  Terdakwa maupun Jaksa  Penuntu t  Umum t i dak  

mengajukan  Kot ra  Memor i  Banding  ;

Menimbang,  bahwa sebe lum  berkas  perkara  in i  d ik i r im  

ke  Pengadi l an  Tingg i  Sulawes i  Tengah,  da lam  pemer iksaan  

t i ngka t  band ing  kepada  Jaksa  Penuntu t  Umum  maupun 

Penasehat  Hukum Terdakwa  te l ah  diber i  kesempatan  untuk  

memer iksa  berkas  perkaranya  di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  

Neger i  Poso,  sesua i  sura t  pember i t ahuan  memer iksa  berkas  

perkara  masing- masing  tangga l  11 Pebruar i  2011 ;

Menimbang,  bahwa  putusan  Pengad i l an  Neger i  Poso  

diucapkan  pada  tangga l  02  Pebruar i  2011  dengan  dihad i r i  

te rdakwa  maupun  Jaksa  Penuntu t  Umum,  se lan ju t nya  Terdakwa 

maupun  Jaksa  Penuntu t  Umum  mengajukan   permin taan  

band ing   masing- masing  pada   tangga l  09  Pebruar i  2011 ,  

dengan  demik ian  permin taan  band ing  te rsebu t  d ia jukan  da lam 

tenggang  waktu  dan menuru t  cara - cara  yang  te lah  di ten tukan  

Undang- undang,  oleh  karena  i t u  permin taan  band ing  te rsebu t  

secara  fo rma l  dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  memor i  band ing  yang  dia j ukan  oleh  
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Jaksa  Penuntu t  Umum  pada  pokoknya  mengemukakan  sebag i  

ber i ku t  :

-  Bahwa  pen ja tuhan  pidana  te rhadap  te rdakwa   te r l ampau  

sangat  r i ngan  dan  t i dak  set impa l  dengan  kesa lahan  yang  

te l ah  di l akukan  te rdakwa  seh ingga  belum  dapat  d ianggap  

mengakomodi r  aspek  kead i l an  ;

- Bahwa  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Neger i  Poso  dalam 

menja tuhkan  putusan  belum  mempert imbangkan  sepenuhnya  

hal - ha l  yang  memberatkan  yang  te rdapa t  pada  perbua tan  

maupun di r i  pr ibad i  te rdakwa  ;

- Bahwa  te rdakwa  sebaga i  anggota  DPRD Kabupaten  Tojo  Una-

Una  seharusnya  mengetahu i  atau  set i dak - t i daknya  patu t  

menduga  bahwa  lahan  yang  d ibukanya  menjad i  kebun  

te rsebu t  te rmasuk  da lam kawasan  hutan  ;  

Menimbang,  bahwa  Memor i  Banding  yang  d ia j ukan  oleh  

Penasehat  Hukum Terdakwa  pada  pokoknya  mengemukakan  sebag i  

ber i ku t  :

- Bahwa  Pengad i l an  Neger i  Poso  hanya  mel iha t  kesenga jaan  

dar i  s is i  subyek t i f  tanpa  mempert imbangkan  kesenga jaan  

dar i  s is i  obyek t i f  yang  mel ipu t i  perbua tan  manusia ,  

ak iba t  perbua tan ,  s i f a t  melawan  hukum dan  dapat  d ihukum 

ser ta  keadaan- keadaan  (c i r c umstances )  ;

- Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Neger i  Poso  t i dak  

memper t imbangkan  secara  cermat  atas  has i l  pemer i ksaan  

setempat  d imana  fac to r - fak to r  yang  di temukan  di l apangan  

t i dak  di temukan  satupun  tanda- tanda  maupun  in fo rmas i  

yang  menunjukan  bahwa  kawasan  te rsebu t  ada lah  kawsan  

hutan  ;

- Maje l i s  hak im  Pengad i l an  Neger i  Poso  te ramat  sangat  

memaksakan  untuk  mencar i  per t imbangan  hukum  agar  

te rdakwa  dihukum meskipun  sebenarnya  per t imbangan  hukum 

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Neger i  Poso  te rdapa t  sa l i ng  

ber ten tangan  dengan  fak ta - fak ta  yang  te rungkap  

dipe rs i dangan  ;

Hal .  9 dar i  11 ha l .  Put .  No.  25/P ID /2011 /PT.PALU
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Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  

Tingg i  menel i t i  dan  mempela ja r i  dengan  saksama  berkas  

perkara  ba ik  ber i t a  acara  pemer iksaan  peny id i k ,  ber i t a  

acara  pers i dangan  Pengad i l an  Tingka t  Per tama,  barang  

bukt i ,  ser ta  sa l i nan  putusan  Pengadi l an  Neger i  Poso  

Nomor  :  263/P id .Sus /2010 /PN.Pso  tangga l  02  Pebruar i  2011,  

yang  di  mintakan  band ing  te rsebu t ,  memor i  bad ing  yang  

dia jukan  Jaksa  Penuntu t  Umum maupun  memor i  band ing  yang  

dia jukan  Penasehat  Hukum  Terdakwa,  berpendapat  bahwa 

per t imbangan  dan  pendapat  maje l i s  hak im  pada  t i ngka t  

per tama  yang  menyatakan  bahwa  te rdakwa  te lah  te rbuk t i  

secara  sah  dan meyak inkan  bersa lah  melakukan  t i ndak  pidana  

“menger j akan  dan  menduduk i  kawasan  hutan  secara  t i dak  

sah” ,  menuru t  pendapat  maje l i s  hak im  Pengad i l an  Tingg i  

t i dak  sependapat  dengan  putusan  te rsebu t  dengan  alasan  

seper t i  da lam per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  :

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  

Tingg i   menel i t i  bukt i - bukt i  maupun  kete rangan  saks i -

saks i ,  maupun  memor i  band ing  te rdakwa  dan  Jaksa  Penuntu t  

Umum ;

Menimbang,  bahwa  te rdakwa  oleh  Pengadi l an  Neger i  

Poso  te l ah  dinya takan  te rbuk t i  memenuhi  unsur - unsur  de l i k  

ya i t u  “Dengan  senga ja  menger jakan  dan  atau  menduduk i  

kawasan  hutan  secara  t i dak  sah” ;

Menimbang,  bahwa  dida lam  area l  kawasan  hutan  sudah  

ada  400  kk  yang  menger jakan ,  menanam cok la t  juga  membayar  

PBB  dan  te l ah  dibe r i  i z i n  Kepala  Desa  dengan  Sura t  

Keterangan  Penggunaan  Tanah (SKPT) ;

Menimbang,  bahwa  sebe lumnya  daerah  kawasan  hutan  

yang  te r l e t a k  d i  hutan  Gunung  Lumut  wi layah  Kecamatan  

Ampana  Tete ,  Kabupaten  Dat i  I I  Poso  Prov ins i  Sulawes i  

Tengah  te rdapa t  772  Ha yang  te lah  dike lua r kan  dar i  hutan  

produks i  te tap  ;

Menimbang,  bahwa  t i t i k  koord ina t  d i l okas i  kebun  
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te rdakwa  010 3 ’  01,6 ”  LS -   121 0 45 ’  04,9 ”  BT,  di  ukur  

dengan  menggunakan  ala t  GPS (Globa l  Posi t i on i ng  System)  

yang  bergan tung  pada  keadaan  cuaca  pada  saat  pen ja j akan  

t i dak  d isebu t  keadaan  cuaca  ;

Menimbang,  bahwa  Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  

dan  Perkebunan  No.  757/Kpts - I I / 1999  tangga l  23  September  

1999  t i dak   je l as  menunjuk  t i t i k  koord ina t  dengan  lokas i  

lahan  te rdakwa  ;

Menimbang,  bahwa  peta  yang  d ibua t  Tim  Peny id i k  

bersama  POLDA  t i dak  je l as  penun jukan  t i t i k  koord ina t  

dengan lokas i  lahan  kebun  te rdakwa  :

Menimbang,  bahwa dalam  area l  kawasan  hutan  te rsebu t  

t i dak  d i  pasang  tanda- tanda ,  pa l - pa l ,  batas - batas  ataupun  

in fo rmas i  dar i  kehutanan  adanya  suatu  kawasan hutan ;

Menimbang,  bahwa  dar i  per t imbangan- per t imbangan  

dia tas  maka  te rhadap  te rdakwa  t i dak  dapat  d inya takan  

sebaga i  perbua tan  melawan  hukum,  karena  dalam  Sura t  

Keputusan  Menter i  Kehutanan  dan  Perkebunan  No.  757/Kp ts -

I I / 1999  tangga l  23 September  1999,  belum memenuhi  pasa l  15  

ayat  (1 )  Undang- Undang  No  41  Tahun  1999  ya i t u  proses  

penun jukan ,  pera tu ran ,  pemetaan,  penetapan  kawasan hutan  ;

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  perbua tan  te rdakwa  

belum memenuhi  unsur  de l i k  da lam pasa l  50  ayat  3  huru f  a 

jo  pasa l  78  ayat  2  Undang- Undang  No.  41  1999  ten tang  

kehutanan  ;

Menimbang,  bahwa untuk  i t u  te rdakwa  harus  dibebaskan  

dar i  se lu ruh  dakwaan Jaksa  Penuntu t  Umum ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  te rdakwa  dibebaskan  

dar i  se lu ruh  dakwaan  Jaksa  Penuntu t  Umum,  maka  hak  

te rdakwa  dan  kemampuan,  kedudukan,  harka t  martaba tnya  

harus  d ipu l i h kan ;  

Menimbang,  bahwa  karena  te rdakwa  dibebaskan  dar i  

se lu ruh  dakwaan  Jaksa  Penuntu t  Umum,  maka  barang  bukt i  

Hal .  11 dar i  11 ha l .  Put .  No.  25/P ID /2011 /PT.PALU
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yang  te l ah  dis i t a  harus  dikembal i kan  kepada  yang  berhak  

dar i  mana barang  i t u  d is i t a ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan-

per t imbangan  te rsebu t  d ia tas ,  maka  putusan  Pengad i l an  

Neger i  Poso  No.  263/P id .Sus /2010 /PN.Pso  tangga l  02  

Pebruar i  2011  t i dak  dapat  d iper t ahankan  dan  harus  

diba ta l kan  dan  Pengad i l an  Tingg i  akan  mengadi l i  send i r i  

sebaga imana  dalam amar  putusan  dibawah in i  :  

Menimbang,  bahwa   karena  te rdakwa  dibebaskan  maka 

sasua i  dengan  keten tuan  pasa l  222  ayat  (1 )  KUHAP biaya  

perkara  dibebankan  kepada   Negara  ;

Menginga t  keten tuan  pasa l  191  ayat  (1 )  Undang- Undang  

No.  8 tahun  1981  ten tang  KUHAP ser ta  pera tu ran  perundangan  

la i nya  yang  berka i t an  dengan perkara  in i  ;

M E N G A D I  L I

- Mener ima  Permin taan  band ing  dar i  Jaksa  Penuntu t  Umum 

dan Terdakwa  te rsebu t  ;

- Membata lkan  Putusan  Pengadi l an  Neger i  Poso  Nomor  :  

263/P id .Sus /2010 /PN.Pso  tangga l  02  Pebruar i  2011  yang  

dimin takan  band ing  te rsebu t  ;

MENGADILI  SENDIRI

1. Menyatakan  Terdakwa  t i dak  te rbuk t i  secara  sah  

dan meyak inkan  bersa lah   melakukan  t i ndak  pidana  

“menger j akan  dan  menduduk i  kawasan  hutan  secara  

t i dak  sah :

2. Membebaskan  Terdakwa  te rsebu t  dar i  se lu ruh  

dakwaan ;

3. Memul ihkan  hak  Terdakwa  da lam  kemampuan,  

kedudukan  dan harka t  ser ta  martaba tnya ;

4. Menetapkan  barang  bukt i  yang  d is i t a  berupa  :

- 1  (sa tu  potong  kayu  bula t  has i l  tebangan  

di l okas i  

Dikembal i kan  kepada  yang  berhak  ;
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- 1  (Satu )  rangkap  Sura t  Keterangan  

Penguasaan  Tanah  (SKPT)  Nomor  

593/370 /BLG/2009  atas  nama  pemi l i k  MASRI 

DJ.           LATINAPA,  SE ;

- 1  (Satu )  rangkap  Sura t  Keterangan  

Penguasaan  Tanah  (SKPT)  Nomor  

593/370 /BLG/2009    atas  nama  pemi l i k  OKI  

LATINAPA ;

- 1  (Satu )  rangkap  Sura t  Keterangan  

Penguasaan  Tanah  (SKPT)  Nomor  

593/370 /BLG/2009   atas  nama  pemi l i k  

TAUFIK ;  

- 1  (Satu )  rangkap  Sura t  Keterangan  

Penguasaan  Tanah  (SKPT)  Nomor  

593/370 /BLG/2009   atas  nama  pemi l i k  

MUFIDA ;

- 1  (Satu )  rangkap  Sura t  Keterangan  

Penguasaan  Tanah  (SKPT)  Nomor  

593/370 /BLG/2009   atas  nama  pemi l i k  

JAMILA ;

- 1  (Satu )  rangkap  Sura t  Keterangan  

Penguasaan  Tanah  (SKPT)  Nomor  

593/370 /BLG/2009   atas  nama pemi l i k  AKBAR ;

Dikembal i kan  kepada  yang  berhak  ;

5. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Negara  ;

Demik ian lah  dipu tuskan  da lam  rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tingg i  Sulawes i  Tengah  di  Palu  

pada  har i  Senin  tangga l                      15  Agustus  

2011  oleh  Kami  H.M.  FACHRUR ROZIE,  SH.  Ketua  Pengadi l an  

Tingg i  Sulawes i  Tengah  sebaga i  Ketua  Maje l i s ,  H.  DJOHAN 

AFANDI,  SH. ,MH dan  AGUS HERJONO, SH masing- masing  sebaga i  

Hakim  Anggota  Maje l i s  berdasarkan  Penetapan  Ketua  

Pengad i l an  Tingg i  Sulawes i  Tengah  tangga l         03  Maret  

Hal .  13 dar i  11 ha l .  Put .  No.  25/P ID /2011 /PT.PALU
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Unt uk Sal i nan yang sama bunyi nya ol eh :
Pani t er a Pengadi l an  Ti nggi  Sul awesi  Tengah

M.  B A S I  R,  SH.
N I  P.   040035624

2011  Nomor  :  25/PID /2011 /PT .PALU,  putusan  mana  diucapkan  

pada  har i  i t u  juga  dalam  s idang  te rbuka  untuk  umum oleh  

Ketua  Maje l i s  te rsebu t  dengan  didamping i  o leh  Hakim- Hakim 

Anggota  te rsebu t  dan  diban tu  ZAINAL  ARIFIN,  SH.  Pani te ra  

Penggant i  pada  Pengad i l an  Tingg i  te r sebu t  tanpa  dihad i r i  

o leh  Jaksa  Penuntu t  Umum dan Terdakwa ;

   HAKIM- HAKIM  ANGGOTA 
KETUA MAJELIS

             

      Ttd  
Ttd                                                   

  

1.  H.  DJOHAN AFANDI,  SH.,MH                    H.M.  FACHRUR 
ROZIE,  SH

       Ttd                            
                                         

2. AGUS HERJONO, SH 
PANITERA PENGGANTI

  
Ttd                          

ZAINAL ARIFIN,  SH
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